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Test ini tentang Pengawasan yang diiakukan oleh pihak eksternal dalam Penerimaan Bintara Polri
Gelombang | T.A. 2007 di Polda Metro Jaya. Pengawasan dalam penerimaan Bintara Paid pada awainya
hanya melibatkan pihak eksternal, namun tidak diiaksanakan secara optimal sehingga pengawasan tersebut
bersifat semu. Hal tersebut dikarenakan pengawasan eksternal masih terikat dalam suatu birokrasi dan
hierarkhi yang dapat mempengaruhi jalan atau hasil dart pengawasan. Berdasar hal tersebut pada Surat
Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep121411V12004 tanggal 12 April 2005 tentang Pedoman Administrasi
Penerimaan Bintara Polri diatur tentang pelibatan pihak eksternal baik sebagai fungs pendukung maupun
sebagai fungs pengawsas.

Pel aksanaan pengawasan eksternal setelah dikeluarkan Skep Kapolri tersebut masih belum dirasakan
hasilnya. Pelibatan pengawas eksternal hanya bersifat formalitas saja, mereka hanya dilibatkan dalam surat
perintah Kapolda tetapi pada pel aksanaannya tidak melakukan apa-apa. Pada penerimaan Bintara Polri
Gelombang | T.A. 2007 Kapoiri melalui De SDM Kapolri menekankan kepada seluruh Panitia agar

mel aksanakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memberdayakan
pihak eksternal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan
kualitatif.

Penekanan De SDM Kapolri tersebut dijabarkan oleh Polda Metro Jaya dalam penerimaan Bintara Polri
Gelombang | T.A. 2007 sehingga pel aksanaannya sudah memberdayakan pihak eksternal baik sebagai
pengawas maupun sebagai pendukung peiaksanaan penerimaan Bintara Polri. Karena baru pertama kali
pemberdayaan pihak eksternal dilaksanakan makaimage masyarakat terhadap pel aksanaan penerimaan
Bintara Polri masih seperti penerimaan sebelumnya, sarat dengan KKN.

Sosialisas yang sudah gencar dilaksanakan masih belum dapat meyakinkan masyarakat/calon peserta
seleksi bahwa penerimaan Bintara Gelombang f T.A. 2007 sudah bersih, transparan, dan bebas KKN
sehingga masih banyak yang menjadi korban penembak di atas kuda. Komitmen pejabat Polri atau anggota
Polri untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam menciptakan penerimaan Bintara Polri yang bersih,
transparan dan bebas KKN masih dirasakan kurang, hal ini mungkin disebabkan dukungan dan persiapan
untuk melakukan kegiatan tersebut juga masih dirasakan belum cukup.
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